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GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR 
 
 

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 

NOMOR 3 TAHUN 2019 
 

TENTANG  
 

PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN 
 

 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

 

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 
 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung peningkatan 

kualitas sumber daya manusia di Provinsi Nusa 

Tenggara Timur yang berkompeten, berdaya saing 

tinggi, mempunyai semangat dan daya juang yang 

tinggi, serta sehat jasmani dan rohani perlu dilakukan 

pembangunan keolahragaan yang terencana, 

terprogram dan berkelanjutan; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 17 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, Daerah menetapkan kebijakan 

daerah sesuai kewenangan dari Pemerintah Daerah 

Provinsi; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 

membentuk Peraturan Daerah tentang 

Penyelenggaraan Keolahragaan; 
 

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa 

Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 1649); 

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem 

Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan 

Lembaran Negara Republik  Indonesia Nomor 4535); 
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4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik  

Indonesia Nomor 5234); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2017 tentang 

Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 221); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

2036); 

 

Dengan Persetujuan Bersama  
 

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 

dan 

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR 
 

MEMUTUSKAN : 
 

 

 

 

Menetapkan : PERATURAN  DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN 

KEOLAHRAGAAN. 
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BAB I  

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara 

Timur. 

3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur. 

4. Penyelenggaraan Keolahragaan adalah proses sistematik yang 

melibatkan berbagai aspek keolahragaan dan  pemangku kepentingan 

secara terpadu dan berkelanjutan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, 

sampai dengan evaluasi dan pengawasan dalam rangka mencapai tujuan 

keolahragaan. 

5. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang 

memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, 

pengembangan, dan pengawasan. 

6. Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, 

membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial. 

7. Pelaku Olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok orang yang 

terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga meliputi pengolahraga, 

Pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan. 

8. Pengolahraga adalah orang yang berolahraga dalam usaha 

mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial. 

9. Olahragawan adalah pengolahraga yang mengikuti pelatihan secara 

teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi. 

10. Pelatih adalah seseorang yang memiliki kemampuan dan keahlian untuk 

mempersiapkan fisik dan mental olahragawan maupun kelompok 

olahragawan. 

11. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga adalah usaha sadar yang 

dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan keolahragaan. 

12. Tenaga Keolahragaan adalah setiap orang yang memiliki kualifikasi dan 

sertifikat kompetensi dalam bidang olahraga. 

13. Olahraga Pendidikan adalah pendidikan jasmani dan olahraga yang 

dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan 

berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, 

keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani. 
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14. Olahraga Prestasi adalah olahraga yang dilaksanakan untuk membina 

dan mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang dan 

berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan 

dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan. 

15. Olahraga Rekreasi adalah olahraga masyarakat berdasarkan    

kegemaran. 

16. Olahraga Disabilitas adalah olahraga yang dilaksanakan oleh setiap 

orang yang memiliki keterbatasan fisik, waktu yang lama dalam 

berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat 

menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan 

efektif, berdasarkan kesamaan hak. 

17. Prestasi adalah hasil upaya maksimal yang dicapai olahragawan atau 

kelompok olahragawan dalam kegiatan olahraga. 

18. Penghargaan Olahraga adalah pengakuan atas prestasi di bidang 

olahraga yang diwujudkan dalam bentuk material dan/atau                

nonmaterial. 

19. Prasarana Olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan 

yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan/atau penyelenggaraan 

keolahragaan. 

20. Sarana Olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan 

untuk kegiatan olahraga. 

21. Organisasi Olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerja 

sama dengan membentuk organsasi untuk penyelenggaraan olahraga, 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

22. Induk Organisasi Olahraga Daerah adalah organisasi olahraga yang 

membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan satu cabang/jenis 

olahraga atau gabungan organisasi cabang olahraga dari  satu jenis 

olahraga di daerah. 

23. Kejuaraan Olahraga adalah kegiatan pertandingan/perlombaan yang 

memperebutkan gelar juara untuk 1 (satu) jenis cabang olahraga 

(singleevent). 

24. Pekan Olahraga adalah suatu kegiatan pertandingan/perlombaan 

olahraga yang memperebutkan gelar juara untuk beberapa cabang 

olahraga. 
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25. Festival Olahraga adalah kegiatan penggabungan olahraga dan hiburan 

sehingga menjadi kegiatan yang menarik, menyenangkan, dan 

menyehatkan. 

26. Industri Olahraga adalah kegiatan bisnis olahraga dalam bentuk produk 

barang dan/atau jasa. 

27. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, kelompok 

masyarakat, atau badan hukum. 

28. Masyarakat adalah sekelompok orang termasuk dunia usaha dan 

dunia industri yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang 

keolahragaan. 

 

Pasal 2 
 

Peraturan Daerah ini berdasarkan asas: 

a. desentralisasi; 

b. otonomi; 

c. peran serta masyarakat; 

d. keprofesionalan; 

e. kemitraan; 

f. transparansi; dan 

g. akuntabilitas. 
 

Pasal 3 

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan arah, landasan dan 

kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan 

keolahragaan di daerah secara terpadu dan berkelanjutan. 

 

Pasal 4 

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk 

a. mendukung pencapaian tujuan keolahragaan nasional; 

b. meningkatkan budaya berolahraga masyarakat yang tercermin dari 

masyarakat yang mengetahui, memahami, mengerti, melaksanakan, dan 

menikmati manfaat olahraga; 

c. melestarikan warisan budaya dan tradisi daerah di bidang olahraga; dan 

d. memantapkan daya saing Daerah dalam kompetisi olahraga lingkup 

nasional dan internasional. 
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Pasal 5 

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi: 

a. pembinaan dan pengembangan olahraga; 

b. penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah; 

c. pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat daerah; 

d. prasarana dan sarana olahraga; 

e. pendanaan; 

f. peran serta masyarakat; 

g. kerja sama dan informasi keolahragaan; 

h. industri olahraga; 

i. penghargaan; dan 

j. pengawasan. 

BAB II 

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA  

Bagian Kesatu 

Umum 

Pasal 6 

(1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan dan pengembangan 

olahraga sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya. 

(2) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi pengolahraga, ketenagaan, pengorganisasian, pendanaan, 

metode, prasarana dan sarana, serta penghargaan keolahragaan. 

(3) Pembinaan dan pengembangan keolahragaan dilaksanakan melalui 

tahap pengenalan olahraga, pemantauan, pemanduan, serta 

pengembangan bakat dan peningkatan prestasi. 

(4) Pembinaan dan pengembangan keolahragaan dilaksanakan melalui jalur 

keluarga, jalur pendidikan, dan jalur masyarakat yang berbasis pada 

pengembangan olahraga untuk semua orang yang berlangsung 

sepanjang hayat. 

 

Pasal 7 

(1) Masyarakat dapat melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga 

melalui berbagai kegiatan keolahragaan secara aktif, baik yang 

dilaksanakan atas dorongan Pemerintah Daerah maupun atas kesadaran 

atau prakarsa sendiri.  

(2) Pembinaan dan pengembangan olahraga oleh masyarakat sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perkumpulan olahraga di 

lingkungan masyarakat setempat.  
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(3) Masyarakat dalam melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat membentuk 

organisasi cabang olahraga yang tidak bertentangan dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

 

Bagian Kedua  

Pembinaan dan Pengembangan  

Olahraga Pendidikan  

Pasal 8 

(1) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan dilaksanakan dan 

diarahkan sebagai satu kesatuan yang sistemis dan berkesinambungan 

dengan sistem pendidikan nasional.  

(2) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan dilaksanakan 

melalui proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru/dosen olahraga 

yang berkualifikasi dan memiliki sertifikat kompetensi serta didukung 

prasarana dan sarana olahraga yang memadai.  

(3) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada semua jenjang 

pendidikan memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk 

melakukan kegiatan olahraga sesuai dengan bakat dan minat.  

(4) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan dilaksanakan 

dengan memperhatikan potensi, kemampuan, minat, dan bakat peserta 

didik secara menyeluruh, baik melalui kegiatan intrakurikuler maupun 

ekstrakurikuler.  

(5) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara teratur, bertahap, dan 

berkesinambungan dengan memperhatikan taraf pertumbuhan dan 

perkembangan peserta didik.  

(6) Untuk menumbuhkembangkan prestasi olahraga di lembaga pendidikan, 

pada setiap jalur pendidikan dapat dibentuk unit kegiatan olahraga, 

kelas olahraga, pusat pembinaan dan pelatihan, sekolah olahraga, serta 

diselenggarakannya kompetisi olahraga yang berjenjang dan 

berkelanjutan. 

(7) Unit kegiatan olahraga, kelas olahraga, pusat pembinaan dan pelatihan, 

atau sekolah olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disertai 

pelatih atau pembimbing olahraga yang memiliki sertifikat kompetensi 

dari induk organisasi cabang olahraga yang bersangkutan dan/atau 

instansi pemerintah. 
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(8) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan dapat 

memanfaatkan olahraga rekreasi yang bersifat tradisional sebagai bagian 

dari aktivitas pembelajaran. 

 

Bagian Ketiga 

Pembinaan dan Pengembangan  

Olahraga Prestasi 

Pasal 9 

(1) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi dilaksanakan dan 

diarahkan untuk mencapai prestasi olahraga pada tingkat daerah dan  

nasional. 

(2) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh induk organisasi cabang 

olahraga, baik pada tingkat pusat maupun pada tingkat daerah. 

(3) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh pelatih yang 

memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi yang dapat dibantu oleh 

tenaga keolahragaan dengan pendekatan ilmu pengetahuan dan 

teknologi. 

(4) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi dilaksanakan dengan 

memberdayakan perkumpulan olahraga, menumbuhkembangkan 

sentra pembinaan olahraga yang bersifat nasional dan daerah, dan 

menyelenggarakan kompetisi secara berjenjang dan berkelanjutan. 

(5) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) melibatkan olahragawan muda potensial dari 

hasil pemantauan, pemanduan, dan pengembangan bakat sebagai 

proses regenerasi. 

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengembangan 

olahraga prestasi diatur dengan Peraturan Gubernur. 

 

Bagian Keempat 

Pembinaan dan Pengembangan 

Olahraga Rekreasi 

Pasal 10 

(1) Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi dilaksanakan dan 

diarahkan untuk memassalkan olahraga sebagai upaya 

mengembangkan kesadaran masyarakat dalam meningkatkan 

kesehatan, kebugaran, kegembiraan, dan hubungan sosial. 



- 9 - 
 

(2) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat dengan 

membangun dan memanfaatkan potensi sumber daya, prasarana dan 

sarana olahraga rekreasi. 

 

Bagian Kelima 

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Amatir 

Pasal 11 

Pembinaan dan pengembangan olahraga amatir dilaksanakan dan diarahkan 

untuk mendukung penyelenggaraan olahraga pendidikan, olahraga prestasi 

dan olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9 dan  

Pasal 10. 

 

Bagian Keenam 

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Profesional 

Pasal 12 

(1) Pembinaan dan pengembangan olahraga profesional dilaksanakan dan 

diarahkan untuk terciptanya prestasi olahraga, lapangan kerja, dan 

peningkatan pendapatan. 

(2) Pembinaan dan pengembangan olahraga profesional dilakukan oleh 

induk organisasi cabang olahraga dan/atau organisasi olahraga 

profesional. 

 

Bagian Ketujuh 

Pembinaan dan Pengembangan 

Olahraga Disabilitas 

Pasal 13 
 

(1) Pembinaan dan pengembangan olahraga disabilitas dilaksanakan dan 

diarahkan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri, dan 

prestasi olahraga. 

(2) Pembinaan dan pengembangan olahraga disabilitas dilaksanakan oleh 

organisasi olahraga disabilitas yang bersangkutan melalui kegiatan 

penataran dan pelatihan serta kompetisi yang berjenjang dan 

berkelanjutan pada tingkat daerah. 

(3) Pemerintah Daerah dan/atau organisasi olahraga disabilitas yang ada 

dalam masyarakat berkewajiban membentuk sentra pembinaan dan 

pengembangan olahraga khusus penyandang disabilitas. 
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(4) Pembinaan dan pengembangan olahraga disabilitas diselenggarakan 

pada lingkup olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga 

prestasi berdasarkan jenis olahraga khusus bagi penyandang disabilitas 

yang sesuai dengan kondisi kelainan fisik dan/atau mental seseorang. 

 

Pasal 14 

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengembangan olahraga 

diatur dengan Peraturan Gubernur. 

 

BAB III 

PENYELENGGARAAN KEJUARAAN OLAHRAGA 

TINGKAT DAERAH 

Pasal 15 

 

(1) Setiap penyelenggaraan kejuaraan olahraga yang dilaksanakan oleh 

Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat wajib memperhatikan tujuan 

keolahragaan nasional serta prinsip penyelenggaraan keolahragaan. 

(2) Penyelenggaraan kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) meliputi: 

a. kejuaraan olahraga tingkat provinsi; 

b. pekan olahraga daerah; dan 

c. pekan olahraga wilayah. 

(3) Penyelenggaraan kejuaraan olahraga bertujuan: 

a. memasyarakatkan olahraga; 

b. menjaring bibit atlet potensial; 

c. meningkatkan kesehatan dan kebugaran; 

d. meningkatkan prestasi olahraga; 

e. memelihara persatuan dan kesatuan bangsa; dan 

f.    meningkatkan ketahanan nasional. 

 

Pasal 16 
  

Penyelenggaraan kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 

ayat (2) dilakukan dengan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan 

akuntabilitas. 
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Pasal 17 

(1) Pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan 

penyelenggaraan pekan olahraga daerah. 

(2) Induk organisasi cabang olahraga bertanggung jawab terhadap 

pelaksanaan penyelenggaraan kejuaraan olahraga sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf (a). 

(3) Organisasi olahraga penyandang disabilitas bertanggung jawab terhadap 

penyelenggaraan pekan olahraga penyandang disabilitas. 

 

BAB IV 

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN  

ORGANISASI OLAHRAGA TINGKAT DAERAH 

Pasal 18 

(1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab melaksanakan pembinaan dan 

pengembangan organisasi olahraga. 

(2) Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pembina olahraga sesuai dengan 

tugas dan fungsinya dalam organisasi.  

(3) Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahap pengenalan 

olahraga, pemantauan, pemanduan, pengembangan bakat dan 

peningkatan prestasi dalam jalur keluarga, jalur pendidikan dan jalur 

masyarakat. 

(4) Tahap pengenalan olahraga, pemantauan, pemanduan, pengembangan 

bakat dan peningkatan prestasi dalam jalur keluarga, jalur pendidikan 

dan jalur masyarakat dilakukan sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 

BAB V 

PRASARANA DAN SARANA OLAHRAGA 

Pasal 19 

(1) Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggung jawab atas 

perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan 

prasarana olahraga. 

(2) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan prasarana olahraga sesuai 

dengan standar dan kebutuhan Pemerintah Daerah. 

(3) Jumlah dan jenis prasarana olahraga yang dibangun harus 

memperhatikan potensi keolahragaan yang berkembang di daerah 

setempat. 
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(4) Prasarana olahraga yang dibangun di daerah wajib memenuhi jumlah 

dan standar minimum yang ditetapkan oleh Pemerintah. 

(5) Tata cara penetapan prasarana olahraga sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) sampai dengan ayat (4) berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(6) Badan usaha yang bergerak dalam bidang pembangunan perumahan 

dan permukiman berkewajiban menyediakan prasarana olahraga 

sebagai fasilitas umum dengan standar dan kebutuhan yang ditetapkan 

oleh Pemerintah yang selanjutnya diserahkan kepada pemerintah 

daerah sebagai aset/milik pemerintah daerah setempat. 

(7) Setiap orang dilarang meniadakan dan/atau mengalihfungsikan 

prasarana olahraga yang telah menjadi aset/milik Pemerintah Daerah 

tanpa rekomendasi Gubernur dan tanpa izin atau persetujuan dari yang 

berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  

 

BAB VI 

PERANSERTA MASYARAKAT 

Pasal 20 
 

(1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk 

berperan serta dalam kegiatan keolahragaan. 

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

dilakukan secara perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, 

badan usaha, atau organisasi kemasyarakatan lain sesuai dengan 

prinsip keterbukaan dan kemitraan. 

(3) Masyarakat dapat berperan sebagai sumber, pelaksana, tenaga 

sukarela, penggerak, pengguna hasil, dan/atau pelayanan kegiatan 

olahraga. 

(4) Masyarakat ikut serta mendorong upaya pembinaan dan pengembangan 

keolahragaan.  

 

BAB VII 

KERJA SAMA DAN INFORMASI KEOLAHRAGAAN 

Pasal 21 

(1) Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat saling bekerja sama dalam 

bidang keolahragaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 

memperhatikan tujuan keolahragaan nasional dan prinsip keterbukaan, 

efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas. 
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(3) Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat dapat menyelenggarakan 

kerja sama internasional dalam bidang keolahragaan dan dilakukan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(4) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan dan penyebarluasan 

informasi kepada masyarakat untuk kepentingan pembinaan dan 

pengembangan keolahragaan nasional. 

(5) Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan dan kemampuan yang 

dimiliki dapat mengembangkan dan mengelola informasi keolahragaan 

sesuai dengan kemampuan dan kondisi daerah. 

 

BAB VIII 

INDUSTRI OLAHRAGA 

Pasal 22 

(1) Setiap pelaksanaan industri olahraga yang dilakukan oleh Pemerintah 

Daerah dan/atau masyarakat wajib memperhatikan tujuan 

keolahragaan nasional serta prinsip penyelenggaraan keolahragaan. 

(2) Industri olahraga dapat berbentuk prasarana dan sarana yang 

diproduksi, diperjualbelikan, dan/atau disewakan untuk masyarakat. 

(3) Industri olahraga dapat berbentuk jasa penjualan kegiatan cabang 

olahraga sebagai produk utama yang dikemas secara profesional yang 

meliputi: 

a. kejuaraan nasional; 

b. pekan olahraga daerah; 

c. wilayah nasional; 

d. promosi, eksebisi, dan festival olahraga; atau 

e. keagenan, layanan informasi, dan konsultansi keolahragaan. 

(4) Masyarakat yang melakukan usaha industri olahraga sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat bermitra dengan Pemerintah 

Daerah, organisasi olahraga, dan/atau organisasi lain, baik dalam negeri 

maupun luar negeri. 

(5) Dalam melaksanakan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

masyarakat membentuk badan usaha sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. 

(6) Masyarakat yang melakukan usaha industri jasa olahraga 

memperhatikan kesejahteraan pelaku olahraga dan kemajuan olahraga. 
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Pasal 23 

Kriteria dan tata cara Standardisasi, Akreditasi dan Sertifikasi keolahragaan 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

BAB IX 

PENGHARGAAN 

Pasal 24 

(1) Setiap pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintah/swasta, 

dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan 

olahraga diberi penghargaan. 

(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh 

pemerintah daerah, organisasi olahraga, organisasi lain, dan/atau 

perseorangan. 

(3) Penghargaan dapat berbentuk pemberian kemudahan, beasiswa, 

asuransi, pekerjaan, kenaikan pangkat luar biasa, tanda kehormatan, 

jaminan hari tua, kesejahteraan, atau bentuk penghargaan lain yang 

bermanfaat bagi penerima penghargaan. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan dan bentuk 

penghargaan serta pelaksanaan pemberian penghargaan diatur dalam 

Peraturan Gubernur. 

 

BAB X 

PENDANAAN 

Pasal 25 

Penyelenggaraan keolahragaan dapat bersumber dari: 

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan 

b. pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat. 

 

BAB XI 

PENGAWASAN 

Pasal 26 

(1) Pemerintah Daerah, dan masyarakat melakukan pengawasan atas 

penyelenggaraan keolahragaan. 

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 

prinsip transparansi dan akuntabilitas. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan. 
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BAB XII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 27 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa 

Tenggara Timur. 
     

 

Ditetapkan di Kupang 

pada tanggal 7 Februari 2019 
 

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 

 

ttd 

 

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT 
 

 

Diundangkan di Kupang 

pada tanggal 7 Februari 2019 
 

        SEKRETARIS DAERAH 

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, 

 

                   ttd 

 

    BENEDIKTUS POLO MAING 

 
 

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2019 

NOMOR 003 

 
 

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR :           

(3-49/2019) 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 

    Kepala Biro Hukum, 

             ttd 

Alexon Lumba, SH., M.Hum 

       Pembina Tingkat I 

NIP 196708281995101001 
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PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  

NOMOR 3 TAHUN 2019 
 

TENTANG 

PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN 

I. UMUM 

Dalam rangka mendukung dan meningkatkan kualitas 

masyarakat Nusa Tenggara Timur yang memiliki kompetensi, daya 

saing, serta semangat dan daya juang yang tinggi, perlu dilakukan 

upaya pembangunan di bidang keolahragaan sebagai bagian yang tidak 

terpisahkan dari pembangunan sumber daya manusia Nusa Tenggara 

Timur. Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan arah, 

landasan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam 

penyelenggaraan keolahragaan di daerah secara terpadu dan 

berkelanjutan. 

Berdasarkan Lampiran huruf S sub bidang keolahragaan 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 

Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk membina, 

mengembangkan, melaksanakan, dan menyelenggarakan  

keolahragaan di daerah. 

Melalui pengaturan penyelenggaraan keolahragaan dalam 

Peraturan Daerah ini, diharapkan dapat mendukung pencapaian 

tujuan keolahragaan nasional; meningkatkan budaya berolahraga 

masyarakat yang tercermin dari masyarakat yang mengetahui, 

memahami, mengerti, melaksanakan, dan menikmati manfaat 

olahraga; melestarikan warisan budaya dan tradisi daerah di bidang 

olahraga; dan memantapkan daya saing Daerah dalam kompetisi 

olahraga lingkup nasional dan internasional. 

Pengaturan penyelenggaraan keolahragaan Daerah Provinsi 

meliputi pembinaan dan pengembangan olahraga; penyelenggaraan 

kejuaraan olahraga tingkat daerah; pembinaan dan pengembangan 

organisasi olahraga tingkat daerah; prasarana dan sarana; pendanaan; 

peran serta masyarakat; kerja sama dan informasi keolahragaan; 

industri olahraga; penghargaan; dan pengawasan. 

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu membentuk 

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan. 
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II. PASAL DEMI PASAL   

Pasal 1 

Cukup jelas. 

Pasal 2 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d 

Cukup jelas. 

Huruf e 

Cukup jelas. 

Huruf f 

Cukup jelas. 

Huruf g 

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah asas yang 

menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari 

kegiatan penyelenggara keolahragaan harus dapat 

dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Pasal 3 

Cukup jelas. 

Pasal 4 

Cukup jelas. 

Pasal 5 

Cukup jelas. 

Pasal 6 

Cukup jelas. 

Pasal 7 

Cukup jelas. 
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Pasal 8 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “sebagai satu kesatuan yang sistemis 

dan berkesinambungan dengan sistem pendidikan nasional” 

dalam ketentuan ini adalah bahwa olahraga pendidikan 

sebagai subsistem keolahragaan nasional, dalam pembinaan 

dan pengembangannya tidak dapat dipisahkan dari sistem 

pendidikan nasional. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Yang dimaksud dengan “secara menyeluruh” dalam ketentuan 

ini adalah mencakup seluruh ranah kognitif, afektif, dan 

psikomotor peserta didik. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Ayat (6) 

Cukup jelas. 

Ayat (7) 

Cukup jelas. 

Pasal 9 

Cukup jelas. 

Pasal 10 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “memassalkan olahraga” dalam 

ketentuan ini adalah suatu upaya untuk mengenalkan 

olahraga kepada masyarakat luas sehingga masyarakat gemar 

melakukan kegiatan olahraga atas kehendak sendiri. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Pasal 11 

Cukup jelas. 

Pasal 12 

Cukup jelas. 

Pasal 13 

Cukup jelas. 
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Pasal 14 

Cukup jelas. 

Pasal 15 

Cukup jelas. 

Pasal 16 

Cukup jelas. 

Pasal 17 

Cukup jelas. 

Pasal 18 

Cukup jelas. 

Pasal 19 

Cukup jelas. 

Pasal 20 

Cukup jelas. 

Pasal 21 

Cukup jelas. 

Pasal 22 

Cukup jelas. 

Pasal 23 

Cukup jelas. 

Pasal 24 

Cukup jelas. 

Pasal 25 

Cukup jelas. 

Pasal 26 

Cukup jelas. 

Pasal 27 

Cukup jelas. 

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 

NOMOR 0104 

 


